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ABSTRAK

Saat ini kebutuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang pesat,
banyak pendapatan yang dibutuhkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi
tersebut. Upah tenaga.kerja sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi
negara. Banyak tenaga kerja.yang bekerja diperusahaan melalui perjanjian kerja
sebelumnya. Namun upahnya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Seperti upah tenaga kerja kontrak yang upahnya dibawah UMK yang telah
ditetapkan pemerintah. Salah satu penyebab terjadinya upah tidak sesuai adalah
karena kurangnya pemahaman hukum para pekerja terhadap peraturan perundang-
undangan.

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan masalah pokok yaitu
Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Upah Tenaga Kerja
Kontrak Di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru dan Apa Bentuk Hambatan yang
Dihadapi Oleh PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan
Hukum Terhadap Upah Tenaga Kerja Kontrak.

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian. observasi (observational
research) yaitu dengan cara mendatangi secara langsung di PT Mitra Ideal
Consultant Pekanbaru untuk mendapatkan data. Sifat penelitian ini adalah
deskriptif serta-yang menjadi alat-pengumpul data penulis untuk penelitian ini
yaitu dengan cara wawancara, dan pembagian kuesioner kepada sejumlah
responden yang telah penulis tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan  hasil penelitian ppenulis:~Peraturan__perlindungan yang
dilakukan PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru terhadap tenaga kerja kontraknya
secara umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB
IV Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan vyaitu
mengenai perlindungan upah sebagaimana setiap pekerja berhak memperoleh
upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya dari perusahaan. Hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan upah tenaga kerja kontrak yaitu kurangnya dana
perusahaan yang diberikan untuk tenaga kerja kontrak.

Kata kunci : Upah, Perlindungan "Hukum, Pemenuhan Hidup Layak, Dan
Tenaga Kerja
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ABSTRACT

Nowadays, economic growth in Indonesia is growing rapidly, there are
many incomes are needed to achieve the economic _growth. In economy growth,
labor wages is very effecting..There are many employees that work through
previous employment.agreement, but the labor wages are not in accordance with
the economic law and regulation, for instance, the labor wages that are not
accordance in‘minimum wages that is stated by the government of Indonesia. One
of problems that make deficiency is that the-emplayees are lack of understanding
in the economic regulations.

The researcher set the problem research,that is how the implementation of
legal protection toward the contract of minimum wages at PT Mitra Ideal
Consultant Pekanbaru and what is the obstacle that.is faced by PT Mitra Ideal
Consultant Pekanbaru toward the law on the implementation of labor wages.

The method of this study is called observational research, which observing
the PT Mitra ldeal Consultant directly to gather the data. The eharacteristic of this
study is descriptive research, and the instruments to collect the data are interview
and questionnaire to the respondent.

According to the result of this' study-:\ The legal of protection that is
implemented by PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru toward the contract labor is
accordance with the Chapter IV of the government law number 78 in year 2015
about the remuneration that every employee should have the wage protection
equally from the company. The obstacle that is faced.in the labor contract is lack
of company funds that is given to the contract labor.

Key word: Wages, Legal Protection Of.Law, The Fulfillment Of A Decent
Life, And Labor
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BAB |

PENDAHULUAN

pengawasan ke ) aan ini sebagai sua aturan perundang-

undangan didalam bid enagakerjas an fungsi dan misi

agar dapat d

banyak yang terabaikan. Perusahaan atau pemberi kerja tidak memberikan hak
sepenuhnya kepada tenaga kerja, padahal di dalam perundang-undangan dengan
jelas menegaskan bahwasanya para pekerja berhak memperoleh upah yang cocok
untuk penghidupan yang layak. Dan upah sesuai penghidupan yang layak telah
ditetapkan oleh pemerintah masing-masing daerah yang disebut dengan upah

minimum.
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Menurut Keputusan Gubernur Riau Kpts.949/X1/2018 mengenai Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota Pekanbaru Tahun 2019 yaitu senilai Rp
2.762.852. Namun pada kenyataannya banyak tenaga kerja di Pekanbaru yang
masih menerima_upah dibawah . UMK saat ini.-Serta kebutuhan-kebutuhan pokok
yang semakin meningkat, sehingga tenaga kerja harus mampu memenuhi segala
kebutuhannya beserta keluarganyasecara:wajar. dan layak. Namun para tenaga
kerja tidak memiliki keberanian yang cukup untuk meminta imbalan atau upah
yang lebih atau sesuai dengan upah minimum kepada perusahaan, dan juga karena
masih banyaknya tenaga kerja yang tidak memahami tentang hak-hak mereka
yang teratur didalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan
pengupahan. Sehingga para tenaga harus menerima upah  dari pengusaha
walaupun jumlahnya masih jauh dari upah minimum. Hal ini guna memenuhi

penghidupan si pekerja beserta keluarganya.

Hubungan industrial tidak bisa diatur adalah pekerja. Akan tetapi hubungan
industrial meliputi fenomena baik diluar ataupun didalam tempat bekerja yang

berhubungan dengan penempatan serta pengaturan hubungan kerja. (Husni, 2004)

Tenaga kerja sebagai anggota serikat pekerja diperlukan untuk diberdayakan
agar bisa mengetahui kewajiban sekaligus haknya menurut ketentuan hukum
termasuk penyadaran kepada pekerja yaitu memperjuangkan hak dan kepentingan
pekerja dalam organisasi pekerja sangatlah penting (Husni, 2007, hal. 6). Pada
dasar kenyataan nya dalam ketenagakerjaan setiap pekerja akan menghadapi

resiko-resiko, baik diluar maupun didalam pekerjaannya. Pemberian upah yang
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layak kepada pekerja sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pekanbaru. Berds rjanjian kerja antara pe k de

g

o)
¥
&

gan perusahaan

bekerja di perus ardasarka a W3 entu sebelumnya
] ’ y
p 1.700.000 setiap

mecukupinya penghasilan perusahaan tersebut untuk memberikan upah setiap
tenaga kerja sesuai dengan UMK Kota Pekanbaru, tetapi apabila jumlah
kerjasama dengan perusahaan lain atau pun dengan dinas mengalami peningkatan
maka seluruh tenaga kerja kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru akan
memperoleh upah lebih dari perjanjian kerja yang ada. (Wawancara pada Hari

Selasa Tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30)
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Penulis melakukan penelitian terhadap masalah tentang perlindungan
hukum terhadap upah tenaga kerja kontrak menurut Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
setiap tenaga kerja berhak menerima upah minimal sesuai dengan ketentuan upah
minimum yang ada di_setiap ‘provinsi _masing-masing, dan penulis melakukan
analisa tentang upah tenaga kerja kontrak yang ada di PT Mitra Ideal Consultant
Pekanbaru yang berada di Kota Pekanbaru yang mana UMK nya pada Tahun
2019 Rp. 2.762.852 sedangkan upah yang diterima tenaga kerja kontrak di PT
Mitra Ideal Consultant tersebut masih dibawah dari UMK yang ada di Kota

Pekanbaru, hal inilah yang menarik perhatian penulis.untuk penelitian.

Pekerja atau buruh mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum sebagai
warga negara, yaitu hak mengeluarkan=pendapat, berkumpul dan mendirikan
maupun menjadi anggota serikat di organisasi, serta hak mendapatkan kerja serta
kehidupan yang layak. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwasanya telah dijaminnya hak @asasi menjadi anggota serikat. (Irsan &
Armansyah, 2016, hal. 31). Permasalahanyang ditimbulkan oleh upah disebabkan
karena adanya perbedaan dasar dari pandangan oleh adanya perbedaan dasar dari

pandangan pengusaha dan pekerja terhadap upah. (Sangkala, 1993, hal. 93)

Negara diharapkan mampu berikan jaminan kepastian hukum dan hak-hak
dasar tenaga kerja ataupun bruh, dan justru yang terjadi malah sebaliknya karena

kehadiran Negara justru lebih berkesan seperti represif malah eksploitatif
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mengenai kepentingan tenaga kerja. (Supomo, 2003, hal. 40). Sebagaimana
kegunaan hukum adalah untuk menciptakan dan memelihara kedamaian

(Soekanto, 2010, hal. 9). Menurut Austin, perintah dan sanksi-sanksi bagian dari

Karena sef dapat perja uga te d’ k pekerja dan
hak pengusaha nmemula ungan hukum
yang terjadi te )ag . denge ‘o rkaitan dengan
kedudukan

hubungan s

diartikan sebagai kaidah atau norma empunyai upaya pemaksa atau sanksi.

(Waluyo, 2002)

Gubernur telah menetapkan upah minimum dan melihat rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Walikota. Dan Menteri mengatur
Keputusan Menteri tentang pencapaian kebutuhan hidup. Upah haruslah tidak

merugikan salah satu pihak dan wajib diberikan secara adil. Secara bahasa adil
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mengandung dua makna, sebaiknya tidak sewenang-wenang dan tidak berat

sebelah (tidak memihak). (Poerwadarminta, 1976, hal. 16)

aha kepada
%@i&%gnn%egﬁmm ate ‘ kerja, atau
peraturan pe J-U : s untuk t " ja atau buruh

beserta kel 3 as jasa : i 1 akan dilakukan.

sesuai dengan.Pasa raturz erintah Nomor 78

Tahun 2015 Tentan ‘ : ﬂf ga kerja berhak

: Qm erc ya penghasilan dalam

2) Peraturan Pengupahan yang didalam Ayat (1) meliputi yaitu

sebagai berikut :

a. Upah minimum;
b. Upah bekerja lebih dari jam bekerja;

c. Upah tidak dapat masuk untuk bekerja dikarenakan berhalangan;

d. Upah tidak bisa datang bekerja dikarenakan melaksanakan kegiatan lain
diluar pekerjaan;

e. Upah dikarenakan sedang menjalani hak waktu beristirahat atas kerjanya;

f. Bentuk serta cara pembayaran upah;

27



g. Denda serta potongan upabh;

h. Hal-hal yang bisa diperhitungkan dengan upah;

i.  Struktur maupun skala pengupahan yang proporsional,
j.  Upah untuk pembayaran pesangon;

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Penghasilan layak disebutkan didalam

Peraturan Pemerintah Nemer 78" Tahun ~2015/4Pasal 4 Ayat~ (1) Tentang

Pengupahan yaitu : “Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau

pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi

kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar”.

Selanjutnya didalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya :

1)

2)

3)

Tenaga kerja tidak dibenarkan menerima , upah dari ‘pengusaha dibawah
daripada upah minimum seperti yang dimaskud didalam Pasal 89.

Jika perusahaan tidak bisa memberikanupah minimum kepada tenaga kerja
yang dimaksud didalam Pasal 89 bisa harus melakukan penangguhan.

Tata cara penangguhan sebagaimaa diatur didalam Keputusan Menteri.

Selanjutnya didalam Pasal 49 Ayat (1,.2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menjelaskan bahwa :

1)

2)

3)

4)

Gubernur bisa menetapkan sekaligus yang menetapkan upah minimum untuk
serikat pekerja atau buruh atas hasil kesepakatan asosisasi pengusaha.
Penetapakan upah minimum dilakukan setelah mendapat pertimbangan
maupun saran dari dewan pengupahan Provinsi ataupun dewan pengupahan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.

Upah minimum sektoral provinsi haruslah lebih banyak daripada upah
minimum provinsi diwilayah yang bersangkutan.

Upah minimum sektoral kabupaten atau kota harus lebih besar dari upah
minimum kabupaten atau kota.
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Upah yang dibayarkan perusahaan atau pemberi kerja seharusnya sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan didalam kesepakatan kerja yang mereka
perbuat.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Angka 30.n an_pengertian tentang pah yaitu imbalan dari

%“‘ ‘w %Qﬁ“‘ .g a diberikan

Dala : 3 " : mor 78 Tahun

2015 Tenta

tentang pengupahan yang ditetapkan didalam perjanjian kerja antara tenaga kerja
dengan pengusaha sangatlah dilarang apabila memberikan upah pekerja lebih
rendah daripada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. (Husni,

2007, hal. 149)

Berdasarkan pada Penelitian Dewan Pengupahan Nasional, upah yaitu

pemberian dari sipemberi pekerjaan untuk sipenerima kerja sebagai imbalan
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sebagai suatu jasa ataupun pekerjaan yang sudah atau akan dikerjakan, yang
berfungsi untuk jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan serta

produksi, dinilai maupun dinyatakan dalam bentuk uang yang sebagaimana telah

ataupun penda : . ja . kebutuhan hidup
buruh atau i secara wajar

yaitu seperti & : - dal aka esehatan, rekreasi,

perumahan, syah, 2016, hal.
191)

upah dianggap

1 engisi pekerjaan yang

2 rjaain yang melalui perubahan

hukum.

3. PKWT memiliki penerapan aturan yang menghasilkan masalah baru bagi
pengusaha dan pekerja/buruh untuk menetapkan kategori, persyaratan, dan
kondisi yang diberlakukan oleh PKWT nantinya.

4. Permasalahan perlindungan pekerja/buruh yang terikat dengan PKWT.

(Samsul, 2004)

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 mengenai Kebutuhan Hidup yang Layak didalam Pasal 4 mengatur

tentang peninjauan kebutuhan hidup yang layak menjelaskan bahwa :
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1. KHL terdiri atas beberapa komponen.

2. Komponen terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.

Dala aannya upa i i : ukkan adanya
beberapa inimum hanya
terdapat pad kan membayar

lebih renda

Upah Tenaga Kerja Kontrak eraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2015 Tentang Pengupahan di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru.”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis merumuskan pokok
masalah yang akan penulis bahas dan dikembangkan lebih lanjut didalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Upah Tenaga Kerja

Kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru?

Sedangkan manfaat penelitia )enulis harapkan dalam penelitian ini

ialah :

a) Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memperluas ilmu pengetahuan
bagi penulis dalam bidang pengupahan dan hukum ketenagakerjaan

khususnya terhadap masalah yang diteliti.
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b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk

seluruh pembaca yang membutuhkan serta merupakan salah satu syarat yang

harus dilengkapi agar mampu menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum

Ket

Nomor 1
ketenagakerjaar ang te an tenag; ae ebelum, selama

dan sesuda

........
ala v

kerja megenai keadaan penghidupan yang saling bersangkut paut secara langsung.
Yang dimaksud dengan penghidupan yang berkaitan dengan hubungan kerja
adalah peraturan-peraturan berupa jaminan sosial atas kelanjutan dari hubungan
kerja beserta peraturan tentang badan-badan dan organisasi dilapangan

perburuhan (Irsan & Armansyah, 2016, p. 21)

2. Pihak-pihak Dalam Hubungan Kerja
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Pengusaha yang karena kelalaiannya ataupun karena kesengajaannya
mengakibatkan keterlambatan membayar upah, dari upah pekerja/buruh akan

dikenakan denda dengan presentase tertentu. Pemerintah telah mengatur untuk

entang denda nya.

Nty

ataupun di

terpenuhin

wahe

didalam pe
Pengupah
buruh ialah

atau upah di

ANALAENA

Z
)
3
=)
T
m
o

b. Perusahaan

Adapun didalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 menegenai Pengupahan menjelaskan definisi perusahaan yaitu: “Setiap
bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutusan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara

yang mempekerjakan buruh atau pekerja dengan memberikan imbalan maupun
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upah dan usaha-usaha sosial atau usaha-usaha lain yang memiliki pengurus
didalamnya dan yang mempekerjakan orang lain dan membayarkan imbalan atau

upah kepada pekerja”.

Tahun 20
diarahkan ‘ag endap: a - Jjupan yang layak
bagiuntuk - a. Dan set g ak mendapatkan

imbalan upa

Maks ari pengha : it hasil pekerjaan
yang telah dilakukan ten 3 : aupun penerimaan

dari hasil be ehingga.ma - kupi keb hidup tenaga kerja

\\“'

Adapun agar terwujudnya g yang agar terpenuhinya pemenuhan
kelayakan bagi kemanusiaan, peraturan pengupahan ditetapkan oleh pemerintah
ialah perlindungan untuk tenaga kerja. Kebijakan pengupahan yang melindungi si
tenaga kerja ataupun buruh yang mana telah disebutkan didalam Pasal 3 Ayat (2)

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 meliputi yaitu :

a. Upah minimum;

b. Upah bekerja lebih dari jam bekerja;
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c. Upah tidak bisa masuk bekerja dikarenakan ada berhalangan;

d. Upah tidak bisa datang bekerja dikarenakan melaksanakan kegiatan lain
diluar pekerjaan;

e. Upah dikarenakan sedang menjalani hak waktu dari istirahat kerjanya;
f.
g.
h.
I.
j-
K.
Pertama be h menegaskan
yaitu tentang lin .. : ‘_ at (2) huruf a
mengenai A : =1 2 i erhatik: arkembangan serta
pertumbuh

h teratur didalam
Pasal 46 Perat genai Pengupahan.

2) Upah minimum kota ataupun kabupaten haruslah lebih banyak daripada jumlah

upah minimum provinsi yang ada di provinsi yang berkaitan.

Bentuk perlindungan upah selanjutnya yaitu waktu kerja. Didalam Undang-
Undang Pasal 78 Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan

bahwasanya tenaga kerja ataupun buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha lebih
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dari jam bekerja seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 77 Ayat (2) haruslah

trpenuhinya syarat yaitu :

a. Adanya persetujuan terlebih dahulu antara yang berkaitan yaitu antara si tenaga

dijalankan terus-menerus atau saat dalam kondisi lain dihari libur resmi menurut

kesepakatan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja.

Bentuk perlindungan upah yang terakhir yaitu denda, yang mana telah diatur
didalam Pasal 53 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
mengenai Pengupahan. Tenaga kerja dan pengusaha yang dikarenakan lalainya

secara sengaja melanggar ketentuan yang ada didalam perjanjian kerja, peraturan
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perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama dikenakan denda apabila diatur
didalam perjanjian kerja secara tegas. Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama. Pengusaha yang karena kelalaiannya ataupun karena kesengajaannya
mengakibatkan keterlambatan..membayar _upah, dari- upah. pekerja/buruh akan
dikenakan denda dengan presentase tertentu. Pemerintah telah mengatur untuk

pengusaha atau buruh/pekerja tentang pembayaran upah dan tentang denda nya.

4. Bentuk Upah

Berdasarkan Pasal 1601(p) KUHPerdata, jika upah yang dibayarkan oleh

majikan, tidak ditetapkan sebagai upah kecuali berbentuk :

1. Uang;

2. Makanan, penerangan, bahan makanan, serta bahan bakar yang diharuskan
dipakai ditempat penyerahan;

3. Pakaian yang mestinya dipakai untuk melaksanakan pekerjaan;

4. Hasil perusahaan, atau bahan dasar atau bahan pembantu dari jumlah hasil
prusahaan yang dipakai didalam perusahaan itu;

5. Hak pakai padang rumput atau sebidang tanah atau kandang untuk hewan,
yang ditentukan pakai alat-alat kerja ataupun.perkakas-perkakas beserta
perawatannya;

6. Pekerjaan ataupun jasa tertentu yang mana dilaksanakan oleh majikan atau
atas tanggungan majikan untuk buruh tersebut;

7. Hak pakai rumah ataupun sebagian dari rumah tertentu, perawatan kesehatan
untuk siburuh beserta keluarganya secara cuma-cuma, pmemakai Sseorang
pelayan dengan cuma-cuma, memakai kendaraan didalam pembiayaan rumah
tangga semacamnya, sekedar belum termasuk dalam nomor-nomor tersebut
diatas;

8. Gaji selama cuti, setelah kerja selama dalam ebberapa tahun tertentu, ataupun
hak atas pengangkutan dengan cuma-cuma ketempat asal ataupun cuti pulang
pergi. (Irsan & Armansyah, 2016, p. 192)
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Upah sangatlah berperan penting serta termasuk ciri khas dari hubungan
kerja, upah jugadapat dibilang tujuan utama seseorang untuk melakukan pekerjaan

kepada seseorang ataupunbadan hukum. (Husni, 2007, p. 148)

Maksud dari

ditetapkan berdasa erundang-undangan dan

diberikan atas njian ke a_si a beserta tenaga kerja,

oleh pekerja/buruh berupa uang, walaupun secara normativ masih adanya
kelonggaran berdasarkan perjanjian atau peraturan perudang-undangan
bahwasanya upah juga dapat dibayarkan dalam bentuk lain. (Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981)

Di dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang

Pengupahan mengatakan bahwasanya pemberian upah wajib dilaksanakan dengan
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mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. Pemberian upah seperti yang
disebutkan pada Ayat (1) dilaksanakan di tempat yang telah diatur pada peraturan

perusahaan, perjanjian kerja.

5. Komponen Upah

Upah apabila tidak diberikan didalam bentuk uang sebenarnya sah-sah saja
asalkan tidak diterima melebihi-dari 25% (dua‘pultuh, lima persen) daripada nilai
upah yang seharusnya. Pendapatan atau upah yang dibayarkan ke buruh tidaklah
selamanya disebut upah, dikarenakan kemungkinan imbalan itu bukanlah
termasuk Kkedalam komponen upah. Tertuang didalam Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja® No.07/ MEN/1990 tanggal 2 Agustus. 1990 mengenai
Pengelompokkan: Komponen_Upah dan Pendapatan. Non Upah dikatakan

bahwasanya :

i. Termasuk komponen upah ialah

a. Upah pokok yaitu imbalan diberikan untuk buruh yang besarnya berdasarkan
perjanjian berdasarkan tingkah atau jenis pekerjaan;

b. Tunjangan tetap merupakan imbalan yang dibayar tetap serta teratur
bagiburuh beserta keluarganya yang.diberikan secara bersamaan bersama
upah pokok seperti misalnya tunjangan anak, tunjangan perumahan,
tunjangan kehamilan dan tunjangan kesehatan. Tunjangan transport dan
tunjangan makan, bisa dimasukkan kedalam tunjangan pokok asalkan tidak
dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut
diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok tanpa mengindahkan
kehadiran buruh dan.

c. Tunjangan tidak tetap adalah pemberian imbalan atau upah yang dibayarkan
secara tidak langsung ataupun secara langsung yang berhubungan dengan
buruh serta dibayarkan secara tidak tetap bagi buruh beserta keluarganya dan
pembayarannya pun tidaklah diberikan bersamaan dengan upah pokok.

ii. Tidak Termasuk Komponen Upah
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a. Fasilitas adalah kenikmatan berbentuk nyata ataupunnatural dikarenakan hal-
hal yang mana hal tersebut sifatnya khusus agar kesejahteraan para buruh
meningkat, seperti misalkan fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian
makanan degan cuma-cuma seperti koperasi, tempat penitiapan bayi, sarana
ibadah, kantin dan sejenisnya;

Bonus adalah im ang_dibayarkan kep dari hasil keuntungan

d % (o[ atan s*ﬂ K perusanaan dan
- "'t‘\\"ﬁ" B. e ¢

Ketenagakerj i 3 ! a0a kerja pada saat

sebelum, sela

Tenaga kerja kontrak yait yang melakukan pekerjaan pada suatu
perusahaan karena adanya perjanjian kerja sebelumnya yang menimbulkan

hubungan kerja untuk waktu yang telah ditentukan.

Adapun pengertian tentang perusahaan yaitu usaha yang mana
mempekerjakan pekerja atau buruh, usaha punya orang perseorangan, milik

persekutuan baik milik negara maupun milik swasta, yang berbadan hukum
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maupun tidak, membayar upah atau imbalan kepada pekerja atau buruh dalam
bentuk lain, usaha-usaha sosial serta usaha lainnya yang mempekerjakan orang

lain dan membayar imbalan atau upahnya dalam bentuk lain, serta mempunyai

(observational research) ialah penelitian dengan cara meneliti secara langsung di

PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru untuk mendapatkan data. Penelitian ini
bersifat deskriptif, dikarenakan maksud dari penelitian ini adalah untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan ataupun gejala-

gejala lainnya.
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Penelitian ini meneliti data secara seteliti mungkin mengenai pelaksanaan

perlindungan upah tenaga kerja kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru.

asi penelitian
erja, termasuk
diperusahaante terda ~ ontrak. Karena itu
penulis tert

upah kepada te

"%‘ . asi penelitian yang

.. Ve [itian-Hukum Dalam Praktek, 2008,
U
hal. 44). Populasi adalah keselurt penelitian. Sampel ialalh himpunan

bagian atau sebagian daripada populasi. (Sunggono, 2003, hal. 119)

Agar tercapainya maksud maupun tujuan dari penelitian ini, maka yang

menjadi populasi dan sampel didalam penelitian ini yakni ialah :

Tabel 1.1

Jenis Populasi, Populasi dan Sampel Penelitian
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Teknik

No. Jenis Populasi Populasi | Sampel | Samping | Persentase

1. | Direksi Utama PT Mitra 1 1 Sensus 100%

4.

Adap

meneliti pe

wancara Ssecara

=
@)
=
&
ie]

sudah ditunjuk

%‘ﬁ‘i

N
-.‘
<
o
@
=
o
QD
=.
O
[
g
[
o
[
Z
c

Peraturan Perundang-undanga aitan dengan Pengupahan seperti

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan serta

peraturan yang lainnya.

5.  Alat Pengumpul Data
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Adapun didalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data
yaitu menggunakan sistem wawancara langsung serta memberikan kuesioner

kepada responden yang ditunjuk oleh penulis didalam penelitian ini.

6.

esioner penulis
dengan re lian disajikan
dengan ca elas dan rinci.
Kemudian ndingkan dan
memperha serta pendapat
para ahli.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

didalam gan ye ikenal de erja, ser a dibilang upah
ialah tujua a tenag j akukan suatu
pekerjaan ke ( aka dengan itulah
pemerintah ikut turut serta didalam pen -H:; asala ngupahan dengan

melalui : akan-kebijakan yang dise alam  peraturan

akibat daripada
kontrak Kerja, epe - ninasinya. (Tishanta,

g kali gaji dan upah dianggap

upah sering digunakan Q Q ‘ “‘@

mempunyai pengertian yang sa syarakat. Pengertian upah yaitu gaji
(salary) yang biasanya dipakai untuk membayar jasa managerial, administrative,
beserta jasa-jasa yang sama. Tarif gaji biasanya di ekspresikan dalam periode
bulanan ataupun tahunan sedangkan upah (wages) biasanya dipakai untuk
pembayaran kepada karyawan lapangan (pekerja kasar) baik yang terdidik

ataupun yang tidak terdidik. Tarif upah biasanya diberikan secara minggu ataupun

perjam. (Warren, 2001, hal. 446)
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Upah yang diperoleh oleh para tenaga kerja merupakan suatu hal yang
sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka, dimana upah berguna untuk
memnuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena adanya suatu upah yang
diterima seseorang mampu -mencapai Cita-citanya serta. juga dalam rangka
meningkatkan kelayakan untuk taraf hidup untuk kemanusiaan. Oleh karena itu,
tujuan pemerintah dalam pengaturan ‘upah dan. pengupahan tenaga kerja yaitu
untuk menjaga dan melindungi tenaga kerja dari pengusaha yang berwenang

dalam pembayaran upah. (Thamrin, 2017, hal. 40)

Mendefinisikan upah dan gaji yaitu, jika gaji (salary) yaitu pembayaran atau
penyerahan atas jasa yang telah karyawan admisntrasi lakukan ataupun yang
memiliki jenjang jabatan manager umumnya yang-mana diberikan secara tetap
perbulan. Lain halnya upah (wages) yaitu pembayaran atas penyerahan jasa yang
telah dilaksanakan oleh pekerja pelaksana (buruh) menurut hari kerja, jam Kerja,
ataupun kuantitas suatu produk yang dihasilkan karyawan (Mulyadi, 2001, hal.
373). Pengupahan merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha membina
hubungan industri maupun dalam pembinaan. kesejahteraan pekerja dan

keluarganya. (Sangkala, 1993, hal. 43)

Upah merupakan imbalan berupa uang yang dibayarkan sebagai balas jasa
setelah mengerjakan sesuatu, hak pekerja yang mana diterima pekerja dan
dinyatakan dalam bentuk uang dari pengusaha ataupun pemberi kerja untuk
imbalan atas kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk juga
tunjangan utuk tenaga kerjaa beserta keluarganya atas pekerjaan ataupun jasa

yang telah atau akan dikerjakan. (Rudyat, hal. 418). Upah minimum sudah
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disahkan pemerintah menurut kebutuhan hidup layak bagi kemanusiaan dengan
melihat pertumbuhan ekonomi serta produktivitas dalam penetapan upah

dilaksaakan setiap tahun melalui proses yang panjang. (Khairani, 2016, hal. 50)

Dalam Peraturan yang haru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan memberikan pengertian tentang
upah yang ada didalam Pasal-l Angka 2 bahwa upah,yaitu hak tenaga kerja yang
mana diterimanya serta diberikan didalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang
ditetapkan dan dibayarkan berdasar suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk juga didalamnya tunjangan untuk
tenaga kerja dbeserta keluarganya atas suatu pekerjaan ataupun jasa yang sudah

ataupun akan dilaksanakan.

Upah dapat dikatakan satu aspek yang cukup sensitiv didalam suatu
hubungan kerja. Pihak-pihak yang berkaitan menilai bahwasanya upah sebagai
sumber penghasilan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup tenaga
kerja atau pekerja“beserta keluarganya. Secara ilmu psikologis upah yang di
dapatkan pekerja juga bisa terciptanya kepuasan tersendiri bagi mereka. Pada
pihak lain, di mata pengusaha upah itu adalah salah satu biaya produksi.
Pemerintah menilai upah, disatu pihak untuk tetap bisa menjamin terpenuhinya
kehidupan yang layak untuk tenaga kerja dbeserta keluarganya, meningkatnya

produktivitas tenanga kerja, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Upah termasuk sarana yang dipakai dan dibutuhkan oleh tenaga kerja agar

meningkatkan kesejahteraannya. (Wijayati, 2009, hal. 107). Adapun yang

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dimaksud dengan upah yaitu imbalan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha atau

majikan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. (Djumadi, 1999, hal. 32).

pah yaitu hak,

yang timbul pac : | L an -‘ j hir disaat hubungan

upah tidaklah

kerja pria atas

dengan peneriman upah yang layak tersebut seseorang dapat mencapai cita-
citanya serta untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Yang mempengaruhi
besaran upah adalah kemampuan serta keahlian dari seseorang. (Soerdarjadi,

2009, hal. 73)

Itulah tenaga kerja atau buruh serta pengusaha memiliki kepentingan secara

langsung tentang sistem maupun kondisi pengupahan disetiap perusahaan. Buruh
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atau pekerja beserta keluarganya sangalah bergantung kepada upah yang sudah
mereka dapatkan agar terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang perumahan, serta

kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para buruh atau pekerja serta serikat tenaga

dalam pem an dan pelaksanaa : enjadi tujuan hidup
bernegara ti g : r siste onomi semata-mata

pada mekani

1. Ongevalenregleling Tahun 1939 (Peraturan Kecelakaan 1939) dan
peraturan pelaksanaannya yaitu Ongevallen-verordening Tahun 1939

2. Schepenongevallen regeling Tahun 1940 (Peraturan Kecelakaan Pelaut
Tahun 1940)

3. Undang-Undang Kecelakaan No. 33/1947

4. Undang-Undang No. 13/2003
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Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2015 mengenai
pengupahan, gubernur berhak atas penentuan upah minimum provinsi (dengan

melihat pertimbangkan rekomendasi daripada dewan pengupahan). Adapun

h berdasar atas hasil

penetapan up Sanak : s ,ﬂj ukup panjang.

(Khairani, 2

ditetapkan menurut perjanjian;

b. Tunjangan tetap merupakan pembayaran yang dibayarkan secara teratur yang
mana terkait dengan pekerjaan yang diterimaoleh pekerja beserta keluarganya
yang mana tunjangan tetap dibayarkan secara bersamaan dengan upah pokok
seperti misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan perumahan,
tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, serta tunjangan transport yang
dimasukkan kedalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan
kehadiran buruh, dengan kata lain kehadiran buruh atau pekerja dalam
bekerja tidak mempengaruhi tunjangan tetap.

c. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara
langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara
tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersama-sama

dengan pembayaran upah pokok.
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2. Tidak Termasuk Komponen Upah

a. Fasilitas adalah kenikmatan yang mana berbentuk nyata/natural karena hal-
hal yang bersifat _khusus atau agar meningkatnya kesejahteraan pekerja,
seperti misalnya pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah,
fasilitas kendaraan antar jemput, koperasi, tempat penitipan bayi, kantin dan
sejenisnya;

b. Bonus adalah pembayaran yang diterima oleh buruh dari hasil keuntungan
perusahaan atau karena burub sberprestasi melebihi target produksi yang
normal atau karena peningkatan produktivitas;

c. Tunjangan hari raya (THR) serta pembagian keuntungan lainnya. (Irsan &
Armansyah, 2016, hal. 193-194)

Pengusaha wajib mentaati peraturan mengenai upah minimum, terkecuali
bagi pengusaha yang telah melakukan pengajuan permohonan kepada Menteri
Tenaga Kerja disertai dengan rekomendasi daripada Kepala Dinas Tenaga Kerja
setempat. Menurut permohonan itu nantinya. Menteri Tenaga Kerja bisa

menangguhkan pelaksanaannya upah minimum paling fama 12 (dua belas) bulan.

Upah pokok minimum “teratur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No0.05/MEN/1989 vyang diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No0.03/MEN/1997 mengenai upah minimum yaitiu upah pokok sudah yang mana

didalamnya telah termasuk didalamnya tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap.

Terdapat jenis-jenis upah pokok minimum yaitu:

a.  Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk
seluruh perusahaan pada sub sektor tertentu didalam daerah-daerah tertentu;

b.  Upah minimum sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk
seluruh perusahaan pada sektor tertentu didalam daerah tertentu;

c.  Upah minimum regional upah minimum provinsi; upah minimum yang
berlaku untuk seluruh perusahaan didalam daerah tertentu. Upah Minimum
Regional (UMR) dimasing-masing daerah besarannya berbeda-beda.
Besarnya UMR berdasarkan pada indek konsumen, perluasan kesempatan
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kerja, kebutuhan fisik minimum, upah pada umumnya yang berlaku secara
regional, kelangsungan serta peningkatan perusahaan, tingkat perkembangan
perekonomian regional maupun nasional.

Penetapan upah minimum yang harus dibayarkan sipengusaha kepada

3. Perli

Kebijaka pahan  sange pe : kerja dalam
memperol A0S a  huk ‘ akan harus bisa

memberikan kepasti ‘kepada siapa pun < dibawahnya. Yang

perundang-undangan. Adapun
terpenuhinya keperluan yang layak untuk kemanusiaan, peraturan pengupahan
yang diciptakan oleh pemerintah adalah semata-mata agar terciptanya penghasilan

untuk pemenuhan kehidupan yang layak secara merata.

Yang dimaksud dengan penghidupan yang layak yaitu sejumlah penerimaan

ataupun pendapatan tenaga kerja daripada hasil bekerjanya serta bisa memnubhi
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keperluan hidupnya beserta keluarganya dengan wajar. (Irsan & Armansyah,

2016, hal. 191)

Perlindungan hukum diberikan KUHPerdata kepada pihak-pihak yang akan

perjanjian,
Undang-Unda mana sa ] a fjanjian tersebut,
dan juga de perjanjian, setiap

orang bebas d sinya, luasnya,

meliputi :
1. Upah minimum;
2. Upah bekerja lebih dari ja
3. Upah tidak dapat masuk untuk bekerja dikarenakan adanya halangan;
4. Upah tidak dapat masuk bekerja dikarenakan melaksanakan kegiatan lain
diluar pekerjaan nya;
5. Upah dikarenakan menjalani hak waktu beristirahat dalam bekerjanya;
6. Bentuk serta cara pembayaran upah;
7. Denda beserta potongan upabh;
8. Hal-hal yang bisa diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur serta skala pengupahan yang proporsional;

10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
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Yang pertama bentuk perlindungan upah minimum dari pemerintah telah
menetapkan yaitu mengenaiupah minimum seperti yang dimaksudkan didalam

Ayat (2) huruf a mengenai kebutuhan hidup yang layak serta dengan melihat

dari kete : : g sudah ﬂ; Peraturan

015 mengenai

LT

pah  minimum.

gubernur.

ak daripada upah

.-. § yaitu wa bekerja. Menurut Undang-
Iy e

Undang mengenai Ketenagakerjae Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan

bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha lebih dari waktu kerja

sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 77 Ayat (2) haruslah terpenuhinya

syarat yakni :

a. Adanya persetujuan terlebih dahulu antara tenaga kerja yang terkait;
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b. Waktu bekerja lembur hanyalah bisa dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)

jam didalam 1 (satu) hari serta 14 (empat belas) jam didalam 1 (satu)

minggu.

Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha yang lebih daripada waktu

kerja

upah

seperti yang dimaksudkan didalam Ayat (1) berkewajiban membayarkan

lembur bekerja.Bentuk=perlindungan yang Kketiga meliputi-waktu istirahat

serta cuti. Menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Wajib

bagi pengusaha untuk memberikan waktu istirahat maupun cuti untuk para

tenaga kerja. Waktu istirahat serta cuti seperti dimaksud dalam Ayat (1), meliputi

yaitu :

Istirahat antara jam bekerja, paling kurang setengah jam sesudah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus serta wkatu istirahat tersebut tidaklah
termasuk.waktu kerja;

Istirahat mingguan selama 1 (satu) hari-untuk 6 (enam) hari kerja didalam
1 (satu) minggu ataupun 2 ‘(dua)-hari untuk 5 (lima) hari kerja dala 1 (satu)
minggu;

Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah buruh
atau pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus;

Istirahat panjang paling kurang 2 (dua) bulan serta dikerjakan pada saat
tahun ketujuh dan kedelapan sekurang-kurangnya masing-masing 1 (satu)
bulan untuk tenaga kerja yang.sudah bekerja selama 6 (enam) tahun secara
terus-menerus pada perushaan yang sama dengan ketentuan tenaga kerja
tersebut tidak berhak lagi aats istirahat tahunan didalam 2 (dua) tahun
berjalan serta seterusnya berlaku disetiap kelipatan masakerja 6 (enam)
tahun.

Bentuk perlindungan lainnya meliputi perlindungan yang mana disaat

menjalani ibadah, gugur kandungan, saat menyusui saat menstruasi, dan saat

melah

Pasal

irkan bagi pekerja wanita. Aturan ini disebutkan didalam Pasal 80 hingga

83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan yang cukup untuk para tenaga kerja

agar melakukan ibadah.

Dalam Pasal 85 Wndang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

kerja.

Tera eratur didalam

Pasal 53 da 2015 mengenai

ja dikarenakan

\f\‘i'a\\\\\ :

e

Pengupahan
lalainya me ran perusahaan,
ataupun perja dalam perjanjian
kerja secara an  kerja bersama.
Pengusaha yang > ) arena  kesengajaannya
mengakibatkan keterlambatan_membayar upah, dari upah pekerja/buruh akan
dikenakan denda dengan presentase tu. Pemerintah telah mengatur untuk

pengusaha atau buruh/pekerja tentang pembayaran upah dan tentang denda nya.

4. Dasar Hukum Upah

Hukum seharusnya bisa memberikan kepastian hukum kepada siapapun

yang tunduk di bawahnya. Perlindungan hukum adalah hal yang berguna untuk
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melindungi subyek-subyek hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi.

Unsur yang paling penting untuk kehidupan pekerja adalah dasar hukum

upah, perlindungan. upah sangat dibutuhkan mengingat kedudukan pengusaha

lebih tinggi dibandingkan pekerja.Sehingga diperlukan perlindungan terhadap

pekerja, perlindungan ini tersebut dalam peraturan/perundang-undangan.

Adapun peraturan-peraturan tentang upah sebagai sarana perlindungan bagi

pekerja terdapat dalam berbagai peraturan, yaitu sebagai berikut:

« ~h

==

5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 (p) sampai Pasal 1601 (v);
Pasal 1602 sampai Pasal 1602 (v); Pasal 1968 alinea ke-3 dan Pasal 1971
sepanjang menyangkut upah dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 Perlindungan Upah.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
No.02/Kptsn/DPNTP/1972 mengenai Perhitungan Kerja Lembur.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO.04/MEN/1986 Tentang Tata Cara
Pemutusan Hubungan Kerja serta Penetapan Pasangan, Uang Jasa serta Ganti
Rugi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan.

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja NO. 3 Tahun 1997 Megenai Upah
Minimum Regional.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 949/X1/2018 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2019.

Bentuk Upah

Menurut Pasal 1601 (p) KUHperdata, upah tidak boleh dinyatakan selain daripada

bentuk, yaitu :

1. Uang;
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. Makanan, dan, penerangan, bahan makanan serta bahan bakar yang harus
dipakai ditempat penyerahannya;

. Pakaian yang wajib dipakai dalam melaksanakan pekerjaan;

. Sejumlah tertentu daripada hasil perusahaan, ataupun bahan dasar ataupun
bahan pembantu yang dipakai didalam_perusahaan itu, jika hasil atau
bahan dari dasar ataupun bahan pembantu itu, mengingat banyaknya dan
sifatnya, termasuk didalam kebutuhan hidup utama bagi buruh beserta
keluarganya, atau digunakan didalam perusahaan buruh, untuk bahan
dasar, bahan pembantu, alat-alat ataupun perkakas, dengan pengecualian
minuman keras;

. Hak pakai padang rumput atau sebidang tanah atau kandang untuk hewan,
yang ditentukan pakai alat-alat kerja atau perkakas-perkakas serta
perawatannya;

. Pekerjaan ataupun jasa tertentu yang dilakukan oleh majikan atau atas
tanggungan majikan untuk buruh itu;

. Hak pakai rumah ataupun sebagian dari rumah tertentu, perawatan
kesehatan bagi pekerja beserta keluarganya secara cuma-cuma, dan
pemakaian seorang pelayan atau lebih dengan Secara cuma-cuma,
pemakaian sebuah mobil atau kendaraan dalam pembiayaan rumah tangga
semacam itu, sekedar belum termasuk dalam nomor-nomor tersebut diatas;

. Gaji selama cuti, setelah. bekerja selama dalam ebberapa tahun tertentu,
atau ha katas pengangkutan-dengan cuma-cuma ketempat asal atau cuti
pulang pergi. (Irsan & Armansyah, 2016, hal. 192)

Dan Pasal 1602 (p) KUHperdata menyatakan pemberian sejumlah upah

yang ditetapkan berupa uang, haruslah dilaksanakan dengan alat pembayaran yang

sah di Indonesia. Maksud dari Pasal 1601 adalah pemberian barang lain daripada

yang telah ditetapkan itu tidak boleh. Dan larangan tersebut harus di tafsirkan

pada waktu dan tempat tertentu.

Berdasarkan uraian diatas adalah bahwa upah yang dibayarkan didalam

bentuk uang dan secara normatif terdapat kelonggaran bahwasanya upah bisa

dibayarkan didalam bentuk lain menurut perjanjian ataupun peraturan perundang-

undangan, asalkan batasan nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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yaitu tidaklah boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang
sebaiknya diterima, pernyataan ini tertuang didalam Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 megenai Perlindungan Upah. (Khakim, 2009,

hal. 132)

mana hak
berbentuk
disepakati
peraturan

tenaga kerja

AR NN

O
=

o) )

jasa yang su

6. Sistem

Berdasar de acam sistem upah,

antara lain yaitu :

1.  Sistem upah jangka wakt

Berdasar sistem upah ini, upah ditentukan berdasarkan jangka waktu buruh
melaksanakan suatu pekerjaan. Upah tiap jam diberikan per jam, upah bekerja
diberikan per hari, bekerja dalam waktu seminggu diberi upah mingguan, dan

bekerja dalam sebulan diberikan upahnya bulanan serta sebagainya.

2.  Sistem upah potongan
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Sistem ini dipakai berguna megganti sistem, upah jangka waktu. Yang mana
hasil dari bekerja tidaklah memuaskan atau tidak mencapai target. Sistem tersebut

hanya bisa diterapkan bilamana hasil kerja bisa diukur berdasarkan ukuran

tertentu, misaln asnya dari apa yang

%
s

akan pada

, dikarenakan

aklah pula lah

‘é.j\'?itz\ﬂ

Akan tetapi sebe
misalnya:

[

XS

a. Kegiatan buruh yang be

b. Buruh  kurang  memperhatikan  tindakan  untuk  menjaga
kesehatannyabeserta keselamatan.

c. Upah tidak tetap, jika sehat dapat upah baik, namun bila sedang terkena

sakit upahnya pun merosot.
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Agar menghilangkan keburukan tersebut, maka sistem upah potongan
(payment by result) digabungkan dengan sistem upah jangka waktu menjadi

sistem upah potongan dengan upah minimum.

3.

mengerjakan pekerjaan tersebut secara bersama-sama.

4.  Sistem skala upah berubah

Terdapat hubungan antara upah didalamsistem ini dengan harga penjualan
hasil perusahaan. Upah akan turun maupun naik bergantung kepada naik ataupun
turunnya harga penjualan barang hasil dari perusahaan.

5. Upah indeks
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Sistem ini upah banyak tergantung pada naik dan atau turunnya indeks biaya

penghidupan.

6.  Sistem pembagi euntungan

Sero perusahaan.

lainnya. (Irsan

informasi.

PT Mitra Ideal Consultant telah menyumbangkan partisipasinya dalam
proyek pembangunan yang ada di Provinsi Riau di bidang perencanaan dan

pengawasan sejak tahun 1997.

Tenaga ahli PT Mitra Ideal Consultant terdiri dari berbagai tingkatan

keahlian dan disiplin ilmu. Kemampuan dan konstribusi keahlian tiap individu
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dalam gugus tugas proyek menghasilkan pekerjaan yang efektifitas dengan

ditunjang oleh perkembangan teknologi sehingga tercapai target yang diinginkan.

jasa perencanaan serta peranca gkungan bangunan serta lansekap.
5. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi spesialis berupa jasa

pengujian serta analisa disistem mekanikal maupun elektrikal.

Visi PT Mitra ldeal Consultant Pekanbaru

Dikenal sebagai perusahaan layanan ahli perencanaan arsitektur,

perencanaan rekayasa, perencanaan penataan ruang serta pengawasannya.
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Misi PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru

1.  Menghasilkan pekerjaan yang efektifitas dengan ditunjang oleh teknologi.

Membangun sumber daya manusia yang dapat. dimobilisasi tepat waktu,

kemampuan te [ ~ dalam enghitung dan

= RN = =)
membuat re uk ke N e ari_tanggung jawab

dalam guguas tugas proyek menghasilkan pekerjaan yang efektifitas dengan
ditunjang oleh perkembangan teknologi sehingga tercapai target yang diinginkan.
Personal-personal PT Mitra Ideal Consultant adalah tenaga yang berkualitas untuk
siap memberikan layanan yang kompleks mulai dari perencanaan dengan tahap
desain dan analisis dengan kontrol kualitas operasional konstruksi berupa

pengawasan untuk berbagai macam proyek.
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Adapun untuk mudah memahami, penulis menyajikan apa saja bagian posisi
tenaga ahli/jabatan yang ada di dalam perusahaan PT Mitra ldeal Consultant

Pekanbaru, adalah yakni :

15. Pengawasan Lapangan 1

16. Pengawasan Lapangan 2
17. Bagian Administrasi

18. Bagian Keuangan.
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Selanjutnya untuk mudah dipahami penulis menyajikan struktur organisasi

PT Mitra ldeal Consultant Pekanbaru :

STRUKTUR ORGANISASI PT MITRA IDE

-

A A\
L

=\

L CONSULTANT

Surveyor
Suvervisi

Estimet
Engineer

Studio

Lapangan

Sumber : PT Mitra ldeal Consultant Pekanbaru, 2019
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pah Tenaga Kerja
“‘ﬁh‘x‘?“ .b.‘ ahun 2015

7
Perlindu l -. n mengingat
kedudukan' pe ang le : hukum daripada
kekuasaan ‘ma apa aksanakan - jika arundang-undangan
didalam se - ‘ : “meng| 1: ke sakan majikan

bertindak seper ada. didz DEe g 3 u benar-benar

pemberian tuntunan beserta santuna aupun dengan kewajiban dan dapat
mendapatkan hak yang dianggap sebagai kebaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya (Asyhadie, 2008, hal. 68). Didalam peraturan perundang-undangan

telah ditentukan betuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat

atas adanya kesewenangan dari pihak lainnya. (Thamrin, 2017, hal. 40)
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Perusahaan sebagai sistem ekonomi dominan menjadi jelas secara inheren,
struktur serta fungsinya yaitu anti tesis untuk perlindungan hukum tenaga kerja
atau buruh, keduanya saling bersebrangan dan selalu dijumpai kesenjangan antara
das solen (yang«sseharusnya).dan das sein«(kenyataan). serta selalu timbul

diskrepansi antara law in the book dan law in action. (Bambang, 2013)

Kebijakan perusahanan-'dan sistem imbalan,yang tepat-guna menjamin
bahwa perusahaan dapat memotivasi, serta mempertahankan pekerja yang
memiliki kualitas yang tinggi. Dengan menerapkan kebijakan dan memiliki sistem
yang tepat perusahaan selaku pemberi kerja dapat terangkat serta menarik sumber

daya manusia yang berkualitas baik di perusahaan tersebut. (Ruky, 2001)

Upah merupakan suatu imbalan dari pekerjaan ataupun prestasi yang
diwajikan dibayarkan oleh majikan atau pengusaha atas jasa atau pekerjaan yang
sudah dilaksanakan oleh tenaga ‘Kerja. ‘Pembayaran upah pun dilakukan pada
umumnya diberikan dalam bentuk uang (Djumadi, 1999, hal. 32). Untuk
mendapatkan upah, pekerja harus bekerja dan mengikuti perintah dari pengusaha,
sebagaimana dalam unsur hubungan kerja terdapat unsur perintah. Manifestasi
daripda pekerjaan yang diperintahkan oleh pengusaha untuk tenaga kerja ialah
tenaga kerja yang terkait haruslah tunduk pada perintah pengusaha agar

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Unsur perintah mempunyai peranan pokok, dikarenakan apabila tanpa
adanya perintah maka tidaklah ada perjanjian kerja. Unsur perintah tersebut

berakibat kedudukan kedua belah pihak jadi tidak seimbang, karena jika
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kedudukan pihak tidaklah seimbang maka dari itu terdapatlah hubungan

bersubkoordinasi maka disitu pulaterdapat perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dilarang bertolak belakang dengan peraturan perusahaan,

yang berlaku.
tulis lebih
ak. (Manullang,
at berarti bagi
kelangsung ereka, k : an kebutuhan

hidup seha

perusahaan di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru kepada tenaga kerja
kontrak.Penyebaran koesioner yang penulis sebarkan kepada responden yang
terdiri dari tenaga kerja kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru,yang

mana penulis mengajukan pertanyaan :

Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja antara Bapak/lbu dengan PT Mitra

Ideal Consultant Pekanbaru? Jawaban responden adalah :
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Tabel 111.1
Tanggapan Responden Tentang Bentuk Perjanjian di PT Mitra Ideal

Consultant Pekanbaru Kepada Tenaga Kerja Kontrak.

Presentase %

lh_
M

' &
tenaga kerja kont '@ '&b : as lapangan.
e

as dalam karya tulis ini

Mitra Ideal Consultant Pekanbaru.Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur
Utama dari PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru, menyatakan bahwa perjanjian
kerja yang dilaksanakan perusahaan dengan tenaga kerja kontraknya yaitu
didalam bentuk tertulis.

Menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan perjanjian kerja yaitu perjanjian antara tenaga kerja dengan
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pengusaha ataupun pemberi kerja yang mana memuat Syarat-syarat kerja, yaitu
hak dan kewajiban.

Asas-Asas dalam membuat perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak atau open system atau freedem of contract.
Asas utama dalam membuat suatu perjanjian ialah asas kebebasan
berkontrak. Artinya seluruh orang bisa membuat suatu perjanjian apa saja
dan dengan siapa saja. Ketentuan,tersebut dituangkan dalam Pasal 1338
KUHPerdata, yang.menyatakan bahwa ‘'semua. perjanjian-yang dibuatnya
sesual dengan Undang-Undang berlaku sebagai ‘Undang-Undang bagi yang
membuatnya.

2. Asas kelengkapan atau Optimal System
Tujuan dari asas ini yaitu jika para pihak yang mengadakan suatu perjanjian
berkeinginan lain, mereka dapat menyingkirikan pasal-pasal yang ada pada
Undang-Undang. Namun apabila tidak secara tegas ditentukan didalam
suatu perjanjian maka ketentuan didalam Undang-Undang lah yang berlaku.
(Irsan & Armansyah, 2016, hal. 66)

Berdasarkan hasil keterangan dari responden yang terdiri dari seluruh tenaga
kerja kontrak yang ada di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru mengenai waktu
kerja yang diberikan kepadartenaga kerja. kontrak PT Mitra ldeal Consultant
Pekanbaru. Penyebaran koesioner kepada responden yang terdiri dari tenaga kerja
kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru, yang mana penulis mengajukan

pertanyaan :

Berapa jamkah dalam sehari Bapak/lbu bekerja di PT Mitra Ideal Consultant

Pekanbaru? Jawaban dari responden adalah

Tabel 111.2
Tanggapan Responden Mengenai Waktu Kerja di PT Mitra Ideal

Consultant Pekanbaru Kepada Tenaga Kerja Kontrak.

No Jawaban Responden Jumlah Presentase %
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1. 6 jam 0 0%

2. 8 jam 0 0%

3. Lebih dari 8 jam 10 100 %

ada di PT a ldea fant F erja sela ari 8 (delapan)
jam dalam ‘1 _ha erliha /2 erikan olehtenaga

kerja kont itra Ideal sultant : 10 (sepuluh)

dalam 1 (satu) hari.

Menurut Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

megenai Ketenagakerjaan yaitu :

1. Seluruh pengusaha melakukan ketentuan-ketentuan kerja.

2. Waktu kerja yang dimaksudkan didalam Ayat (1) meliputi :
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a. 7 jam dalam 1 hari serta 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja didalam 1
minggu; atau

b. 8jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

tentang atau 3 U Seperti  yang

dimaksudk engan nteri. (Wiiayati. 2009, hal.

r A
108) '
Yo/
el

| = | 3 v
pemerintah, dan jika pe elaksanakan tersel kerjaannya lebih dari

ketentuan ' aan berkewajiban

Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai peraturan pengupahan yang semestinya

diberika kepada tenaga kerja oleh pengusaha yakni :

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk menerima pendapatan ydalam

pemenuhan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan.
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2. Untuk mencapai pendapatan agar terpenuhinya penghidupan yang layak
untuk kemanusiaan yang mana telah dinyatakan didalam Ayat (1), pemerintah

mengesahkan peraturan pengupahan untuk perlindungan bagi tenaga kerja.

h perusahan

kepada te , yang mana
penulis me
Berapakah °T Mitra Ideal

Tanggapan

RSN e

N

No 'é Persentase %

1. 0%

2. 100%

3. >Rp. 2.000.000 0 0%
Jumlah 10 100%

Sumber : Data Olahan, Bulan Juli 2019

Menurut tabel diatas tersebut bisa diketahui bahwasanya besaran upah yang
diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak oleh PT Mitra lIdeal Consultant

Pekanbaru, yaitu menerima upah sekitar Rp. 1.000.000 — Rp. 2.000.000 terdapat
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sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja kontrak atau 100% (seratus persen), Hal ini

tertera dalam hasil kuesioner yang dibagikan kepada 20 (dua puluh) orang tenaga

kerja kontrak PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru, dimana 10 (sepuluh) orang

ataupunakan dikerjakan.

Dan berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 mengenai Pengupahan menyebutkan bahwasanya : “Gubernur berhak
menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman. Upah yang dimaksud pada

Ayat (1) yaitu adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok,
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termasuk tunjangan tetap; ataupun upah tanpa tunjangan. Upah minimum

sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 Ayat (1) tersebut demikian berlaku hanya

untuk tenaga kerja yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun di perusahaan

serta pemb

dibawah da

Upah ela : diserahkan untuk

tercapainya

Komponen serta pelaksanaan tahapa apaian kebutuhan hidup layak teratur
didalam keputusan Menteri. Pengusaha tidak boleh membayarkan upah tenaga

kerja dibawah standar upah minimum.

Adapun mengenai hasil keterangan dari pekerja PT Mitra Ideal Consultnt
Pekanbaru tentang perbandingan upah yang diberikan oleh PT Mitra Ideal

Consultant Pekanbaru kepada tenaga kerja kontrak sesuai dengan Upah minimum
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Kota Pekanbaru. Kuesioner disebarkan kepada tenaga kerja kontrak PT Mitra

Ideal Consultant Pekanbaru yang menjadi responden, yang mana penulis

mengajukan pertanyaan :

aban dari

itra ldeal

Pekanbaru.

ersentase %

0%

100%

0%

100%

PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru kepada tenaga kerja kontrak tidak sesuai.
Hal ini dinyatakan dalam kuesioner yang penulis sebarkan kepada pekerja kontrak
PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru selaku responden yang mana 10 (sepuluh)
orang tenaga kerja kontrak atau 100 % (seratus persen) responden masih

menerima upah kurang dari Upah Minimum Kota Pekanbaru.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Utama PT Mitra
Ideal Consultant Pekanbaru menyatakan bahwa tenaga kerja kontrak yang

menerima upah dibawah Upah Minimum Kota Pekanbaru adalah tenaga kerja

o
ah Nomor 78 Tahun

inimum yang

d
"
g omor 13 Tahun
ahwe
g

3. Tata cara penangguhan sebag a dinyatakan pada Ayat (2) teratur

didalam Keputusan Menteri.

Dari pernyataan diatas bahwasanya upah yang diberikan oleh pemberi kerja
kepada tenaga kerja sudah diatur dalam Undang-Undang, dan apabila masih
terdapat perusahaan yang membayarkan upah kepada pekerja atau buruh rendah

daripada upah minimum dari pada ketentuan pemerintah maka pemberi
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kerja/pengusaha tersebut sudah melaksanakan pelanggaran serta bisa dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Didalam hal upah minimum telah ditetapkan untuk kesepakatan antara buruh

ataupun tenaga Kk h ataupun pekerja,

dilarang ““‘ .’@‘
s

pengupahan
yang suc ianti, 2017,

hal. 88)

Men Ir : - layak harus
menliputi

kesehatan r.

tidak bisa
membayarkan upah sesuai ketentua angguhan pelaksanaan upah minimum
yang ditujukan untuk perusahaan yang tidak bisa, ditujukan agar terbebasnya

perusahaan yang terkait melakukan upah minimum yang berlaku didalam kurung

waktu-waktu tertentu.
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Jika penagguhan berakhir maka perusahaan yang terkait berkewajiban
melakukan upah minimum yang berlaku saat waktu yang diberikan penangguhan,

tata cara penangguhan diatur didalam Keputusan Menteri.

kerja a haruslah
sesuai d w rah tersebut,
apabila te f’ kan diberikan

Adap asil keterangan yang pe an dari penyebaran

kuesioner kepada tenaga ke ak de sultant Pekanbaru

Tabel 111.5

Tanggapan Responden Tentang Sistem Waktu Pembayaran Upah di PT

Mitra Ideal Consultant Pekanbaru Kepada Tenaga Kerja Kontrak.

No. Jawaban Responden Jumlah Persentase %

1. Diberikan Perminggu 0 0%
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2. Diberikan Perbulan 10 100 %

3. Tidak Tahu 0 0%

Jumlah 10 100 %

2rja kontrak

mengenai SIS ; . orig : ak pert an kepada seluruh

responden ya a kontra ant Pekanbaru

bahwasanyz dapat
disimpulkan bahv : embayar: i aka para tenaga
kerja kontrak terse i § ckerja terlek lama satu bulan

lamanya.

Kemudian dijelaskan didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2015 megenai Pengupahan yang mejelaskan bahwasanya :

1) Upah berdasar satuan waktu yang mana ditetapkan secara harian, mingguan,
dan bulanan.
2) Upah ditentukan secara harian seperti yang dinyatakan di dalam Ayat (1),

perhitungan upah dalam sehari sebagai berikut, untuk perusahaan dengan
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sistem jam kerja 6 (enam) hari dalam waktu seminggu, upah sebulan di bagi
25 (dua puluh lima); atau untuk perusahaan degan sistem jam kerja 5 (lima)

hari dalam kurun waktu seminggu, upah sebulan tesebut di bagi menjadi 21

0%

2. 100%
3. Tidak Tahu 0%
Jumlah 10 orang 100 %

Sumber : Data Olahan, Bulan Juli 2019

Menurut tabel di atas bisa diketahui bahwasanya pelaksanaan pemberian
upah di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru adalah belum berjalan secara

maksimal, yang mana dalam hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh
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tenaga kerja kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru yaitu sebanyak
10(sepuluh) orang tenaga kerja kontrak atau sebanyak 100 % (seratus persen)

responden yang mana dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan pemberian

di PT Mitra ldeal

optimal da ' . ah, ki - per emiliki kas yang
cukup untu \ ara | 2kerja Kc -‘ h.sehingga di dalam
pembayaran upa : ; i tant Pekanbaru
mengalami : ] ghilar anggung  jawab

perusahaan Jut-ke ekerja apabila terjadi

haruslah dibayarkan oleh pengusa pada tenaga kerja sesuai kesepakatan
secara tepat waktu (Khakim, 2009, hal. 141). Upah adalah faktor terpenting
didalam perjanjian kerja antara pengusaha dan dengan tenaga kerja. Upah
termasuk hal penting serta termasuk ciri khas daripada hubungan yang disebutkan

dengan hubungan kerja, dan bahkan bisa dibilang kalau upah ialah tujuan utama

sipekerja untuk melakukan pekerjaan diperusahaan sebagaimana hal ini telah
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dituangkan didalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

mengenai Ketenagakerjaan.

Tanggapan Re : ) P Mitra Ideal

No Persentase %

1. 0%

2. 100 %

3. 0%
Jumlah 10 100 %

Sumber : Data Olahan, Bulan Juli 2019

Menurut tabel diatas bisa diketahui bahwasanya cara pembayaran upah
pekerja oleh pihak PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru adalah dibayarkan secara
bertahap, dimana hal ini terlihat dari hasil yang diberikan tenaga kerja kontrak PT

Mitra Ideal Consultant Pekanbaru yaitu sebanyak 10 (sepuluh ) orang dari
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responden 10 (sepuluh) orang atau sebesar 100% (seratus persen) responden yang
upah nya dibayarkan secara bertahap. Maka dapat disimpulkan bahwa upah yang

dibayarkan kepada seluruh pekerja kontrak yang ada di PT Mitra Ideal Consultant

Consultant Pek me ahw pemba ah oleh pihak PT

Mitra ldea 2 orj8 . ad asarnya upah
diberikan
yang kuran
bertahap vz ' embs . tanggal gajian dan
pembayaran ‘

kekurangan ) i 3 le sultant  Pekanbaru

mewujudkan kesejahteraan di dala ereka yaitu tujuan dari perlindungan
upah itu sendiri serta melindungi setiap hak dari tenaga kerja terutama di bagian
pengupahan dimana pengupahan bertujuan untuk menuju kebutuhan hidup layak.

(Thamrin, 2017)
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Selama buruh atau tenaga kerja melaksanakan pekerjaan, ia berhak untuk
pengupahan yang mana menjamin kehidupannya beserta keluarganya. Selama itu

memang majikan berkewajiban membayar upah.

mempunya

(Kansil, 19

maupun pekerja serta sekaligus

berkesinambungan (Uwiyono, 2012, hal. 71-72).

Wajib bagi pengusaha untuk membayarkan upah teruntuk para pekerjanya
dengan cara teratur semejakak terjadinya hubungan kerja hingga dengan
berakhirnya hubungan kerja. Upah yang tidak dibayarkan jikalau buruh atau

pekerja tidak melaksanakan pekerjaan. (Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
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13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1981 mengenai Perlindungan Upah), prinsip tersebut diketahui dengan no work no
pay”, asas ini tidaklah berlaku mutlak, maksudnya bisa dikesampingkan dalam
hal-hal tertentu ataupun dengan.kata lain pekerja tetaplah mendapat upah meski
tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Adapun penyimpangan terhadap asas “no work

no pay” ialah sebagai berikut . (Hushi, 2007, hal. 153-155)

a) Tenaga kerja tidak bisa melaksanakan pekerjaan dikarenakan sakit;

b) Tenaga kerja wanita yang sakit saat hari pertama dan kedua di waktu
haidnya sehingga menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak bisa bekerja;

c) Tenaga kerja tidak bisa datang untuk Klerja dikarenakan tenaga kerja
tersebut menikah, menikahkan, mengkhitankan, mempabtis anaknya,
isterinya melahirkan ataupun keguguran kandungan, suami ataupun istri
serta anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia;

d) Tenaga kerja tidak _mampu melaksanakan. pekerjaannya dikarenakan
sedang menjalani kewajibannya untuk Negara;

e) Tenaga Kkerja tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dikarenakan
menjalankan ibadah yang diwajibkan agamanya;

f) Tenaga kerja bersedia melaksanakan-pekerjaan yang sudah dijanjikan
namuun pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapa dihindari sipengusaha.

g) Tenaga kerja melaksanakan hak istirahat;

h) Tenaga kerja mengerjakan tugas serikat pekerja atas persetujuang
pengusaha; dan

i) Tenaga kerja melaksanakan pendidikan dari perusahaan.

Dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
mengenai Pengupahan menyebutkan bahwasanya : “Pemberian upah wajib
dilaksanakan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia, pemberian
upah seperti diatur didalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian
kerja bersama. Jika tempat pemberian upah ini tidaklah diatur pada peraturan
perusahaan, perjanjian kerja, maupun perjanjian kerja bersama, maka pemberian

upah tersbut dilakukan di tempat para pekerja tersebut melakukan pekerjaannya.
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 upah bisa diberikan melalui bank, maka upah

tersebut haruslah bisa diuangkan para tenaga kerja didalam waktu pemberian upah

yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

aru terhadap

Tenaga Kerja

didalam bentuk uang serta ditetapkan berdasarkan persetujuan, kesepakatan
ataupun aturan perundang-undangan yang mana dibayarkan sesuai perjanjian
kerja antara sipengusaha maupun dengan buruh atau pekerja, termasuk juga
didalamnya terdapat tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun beserta keluarga

mereka. (Husni, 2007, hal. 150). Menurut Upah merupakan imbalan prestasi yang
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dibayakan majikan terhadap buruh atau pekerja atas pekerjaan yang sudah

dilakukan oleh buruh (Budiono, hal. 36).

Apakah ada fa ala ang dilakukan oleh

PT Mitra ldea

No Jawaban Respc Persentase %

1. Ada 10 100 %

2. Tidak Ada 0 0%

3. Tidak Tahu 0 0%
Jumlah 10 100 %

Sumber : Data Olahan, Bulan Juli 2019
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya adanya faktor penghambat

dalam pemberian upah di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru, sebagaimana

dapat dilihat hasil keterangan dari 10 (sepuluh) tenaga kerja kontrak atau 100 %

Pekanbaru saat penu s s S /3 ama di PT Mitra

Ideal Cons berkurangnya
penghasilan membayarkan
ng kas yang

upah pada waktu-waktu yang suda Ujui antara pemberi kerja dengan para
pekerja. Dan apa yang diperjanjikan di waktu tersebut jatuh pada hari istirahat
mingguan, hari diliburkan atau pada saat libur, pelaksanaan pemberian upah diatur

pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja.

Berdasarkan pernyataan diatas kemudian penulis menanyakan melalui

kuesioner kepada responden yang terdiri dari seluruh para tenaga kerja kontrak
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dengan menyebarkan kuesioner tersebut mengenai ada atau tidaknya

keterlambatan dalam pembayaran upah di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru.

pembayaran upa akuka : al ultant Pekanbaru?

Jawaban res

Upah di PT

a Kontrak.
rsentase %
1. 100 %
2. 0%
3. 0%
100 %

Sumber : Data Olahan, Bulan Juli 2019

Menurut tabel diatas bisa diketahui bahwasanya pembayaran upah terhadap
seluruh tenaga kerja kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru adalah
mengalami keterlambatan, hal ini terlihat dari hasil yang diberikan oleh tenaga

kerja kontrak PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru yaitu sebanyak 10 (sepuluh)

92



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

orang pekerja kontrak atau sebesar 100 % (seratus persen) yang pemberian
upahnya mengalami keterlambatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya

pembayaran upah terhadap tenaga kerja kontrak PT Mitra Ideal Consultant

pihak perusahaz n te : ] jJawab perusahaan
untuk me al : sebut kepada - kontrak yang

bekerja di

pekerja hal ini akan menjadi sebuahpersoalan. Sebenarnya perjanjian menetapkan
secara rinci, pasti, serta jelas apayang menjadi kewajiban dan hak dari pihak yang
satu terhadap pihak-pihak yang lainnya serta sebaliknya. (Muhammad, 2009, hal.

214).

Adapun berdasar Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2015 mengenai Pengupahan menyebutkan bahwasanya : “Pengusaha yang
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dengan sengaja atau karena lalainya berakibat keterlambatan didalam pemberian
upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu daripada upah tenaga
kerja. Ketentuan tersebut menyatakan pengusaha berkewajiban agar memberikan
upah untuk tenaga kerja dengan_tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah

disetujui-pada perjanjian kerja.

Tujuan utama pemerintah ‘menetapkan dan’ mengatur upah-dan pengupahan
untuk tenaga kerja ataupun buruh yaitu sebagai perlindungan untuk tenaga kerja
atau buruh dikarenakan mereka berhak menerima pendapatan untuk terpeuhinya
penghdupan yang layak. Pekerja menerima upah dari hasil pekerjaan yang sudah

dilakukannya dari pemberi kerja serta hal ini dilindungi oleh Undang-Undang.

Mengenai hal ini peran pemerintah adalah meetapkan kebijakan-kebijakan
mengenai pengupaan untuk melindungi tenaga kerja maupun buruh agar

terpenuhinya kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya secara layak.

Berdasarkan Pasal 1 Tentang Pengupahan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 dinyatakan didalamnya bahwasanya upah ialah
hak dari si tenaga kerja yang diperolehnya didalam bentuk uang atas imbalan dari
pemberi kerja atau pengusaha kepada para tenaa kerja yang dibayarkan dan
ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kerja
termasuk juga tunjangan bagi tenaga kerja beserta keluarga mereksa atas dari jasa
ataupun pekerjaannya yang sudah dan/atau baru akan mulai dilakukan.

Upah yang dibayarkan dengan terlambat atau tidak sesuai dengan tanggal

yang diperjanjikan bahwasanya merupakan suatu hambatan untuk melaksanakan
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atau melakukan pekerjaannya, dikarenakan pekerja melakukan suatu pekerjaan
adalah untuk memenuhi segala keperluannya, jadi apabila pekerja menerima upah

tidak tepat waktu atau terjadi suatu keterlambatan maka hal ini merupakan suatu

kesepakata : / vila pe a_selaku pemberi

pekerjaan tela : ' atan pembayaran
upah pek

peraturan.

engusaha harus

ereka mengerjakan

kontrak di PT Mitra ldeal Cc eka ang mana penulis mengajukan

pertanyaan :

Kemudian mengenai upah tambahan apabila tenaga kerja kontrak PT Mitra
Ideal Consultant Pekanbaru melakukan pekerjaan lembur, dan hasil dari
keterangan responden yang terdiri dari pekerja kontrak PT Mitra Ideal Consultant
Pekanbaru dari penyebaran kuesioner yang penulis bagikan, yang mana penulis

mengajukan pertanyaan ?
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Menurut Bapak/lbu, apakah mendapatkan upah tambahan apabila
melakukan pekerjaan lembur ?
Tabel 111.10

pahan di PT Mitra

yang melaksanakan pekerjaannya

3 (delapan) jam bekerja, seharusnya
dalam sehari tersebut dinyatakan sebagai waktu lembur dan upahnya pun harus
diberikan karena pekerja kontrak tersebut telah melewati waktu dari 8 (delapan)

jam bekerja.

Menurut keterangan Direktur Utama PT Mitra ldeal Consultant Pekanbaru

dari hasil wawancara dengan penulis bahwa apabila tenaga kerja kontrak
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melakukan suatu pekerjaan lembur, maka pihak perusahaan akan memberikan
upah tetapi bukan berupa uang melainkan berupa makanan untuk setiap tenaga

kerja kontrak yang melakukan suatu pekerjaan lembur.

(empat pul kerja dalam 1

(satu) ming pat puluh) jam
untuk 1 (sa q tu bekerje 1‘ A hari kerja didalam 1
(satu) minggu, y imana waktu kerja terdapa am Undang-Undang

tersebut tela

kerja lebih dari waktu kerja.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

a Kontrak

ngupahan di

=S

aitu :

8%

Itant terhadap

ara  maksimal

LA L LYY

.762.852 sedangkan upah

o
s

yang diterima tenaga kerja Mitra Ideal Consultant Pekanbaru
tersebut jumlahnya dibawah dari Upah Minimum Kota Pekanbaru.

2.  Bentuk hambatan tentang pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja
kontrak di PT Mitra Ideal Consultant Pekanbaru adalah kurangnya danadi

perusahaan untuk membayarkan upah tenaga kerja kontrak sesuai dengan

Upah Minimum Kota Pekanbaru (UMK). Serta kurangnya kesadaran hukum
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tenaga kerja kontrak mengenai peraturan perundang-undangan tentang

ketenagakerjaan.

B.

elitian ini,
makanya
1 ' upah bagi tenaga

Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan kepada para pengusaha atau

perusahaan dan para tenaga kerjanya.

2. Berkaitan mengenai apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan

pembayaran upah terhadap tenaga kerja kontrak di perusahaan tersebut,
sebaiknya dari pihak perusahaan melakukan perhitungan maupun
membayarkan upah terhadap upah pokok yang sesuai dengan Upah

Minimum Kota Pekanbaru (UMK) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,
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untuk membayarkan upah lembur para tenaga kerja kontrak, kemudian
diharapkan agar perusahaan tidak membayarkan upah secara bertahap serta

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari para tenaga kerja.

%
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7
o
,
o
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e
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(
¢

“
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